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BUPATI BANGKA TENGAH 

 
 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  

NOMOR  7  TAHUN  2011 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI BANGKA TENGAH 

KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
DI BIDANG PERIZINAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan seluas-
luasnya kepada daerah kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan 
pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

 
b. bahwa pemberian izin yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah kepada setiap orang atau badan terhadap perizinan di bidang 
tertentu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 
Tahun 2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bangka Tengah 
Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perizinan, perlu 
ditinjau kembali; 

 
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bangka Tengah Kepada Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perizinan, sudah tidak sesuai 
dengan konsidi saat ini sehingga perlu dicabut; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendelegasian 
Kewenangan Bupati Bangka Tengah Kepada Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di Bidang Perizinan; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia            Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 

 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 217, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4033); 

 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan 
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia             Nomor 4268); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004            Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia            Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 
130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          Nomor 5049); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 
Nomor 82); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

dan 
 

BUPATI BANGKA TENGAH 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI BANGKA TENGAH KEPADA 
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI BIDANG PERIZINAN. 

 
 

Pasal 1 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Pendelegasian Kewenangan Bupati Bangka Tengah Kepada Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

Pasal 2 
 

Peraturan  Daerah  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  diundangkan. 
 
Agar  setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Tengah. 

 
Disahkan di Koba 
pada tanggal  14  Februari 2011 
  
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 
           Cap/dto           

 
        ERZALDI ROSMAN 

Diundangkan di Koba 
pada tanggal 14  Februari  2011 
        
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 
Cap/dto 
 
IBNU SALEH  
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 127 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


